Menimbang

Mengingat

T

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR # TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa untuk melaksanakan pembangunan
masyarakat desa secara menyeluruh dan memberikan
hasil yang bermanfaat, maka perencanaannya
didasarkan pada metode Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD};

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 81 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negera Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2010 tentang Program  Pembangunan  Yang
Berkeadilan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
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Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kkepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang %elanjutnva disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan
oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersilat penetapan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjuinya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD vyang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumberdaya yang lersedia.

Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan
sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh
semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah
yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam
rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah dacrah.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat
musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata

" perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana
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pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjuinya
disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjuinya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjuinya disingkat RKP-Desa
adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
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(1)

(2)

(3)

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya vyang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya vang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari pmgram yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat desa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistern pengelolaan pembangunan
di desa secara musyawarah, mufakai, dan gotong royong yang melibatkan
semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang
melibatkan semua unsur masyarakat desa dengan pengkajian keadaan
desa.

Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses
penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah,
dan potensi dengan alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan
kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh pemerintah desa.

Pasal 3

Rencana pembangunan desa meliputi:
a. RPJM-Desa.

b,

RKP-Desa.



BAB IlI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
pembangunan desa selama leurun walctu tertentu.

Pasal 5

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

a. untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan
pembangunan daerah; i

b. untuk menjamin tercapainya penggunaan suimberdaya yang ada di desa
secara cfisien, efcktif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan

d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB IV
PRINSIP - PRINSIP

Pasal 6

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan pembangunan;

c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan
pembangunan desa yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat
khususnya masyarakat miskin;

d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat
dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

¢. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan
dapat dipertanggungjawabkan;

f. selektif, yaitu mengutamakan skala prioritas desa;

g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh desa dalam rangka
pencapaian hasil yang optimal;

h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan
desa harus berjalan secara berkelanjutan;

i. cermat, yaitu perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif;

dan

k. penggalian informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan desa
dilakukan dengan menggunakan alat kajian keadaan desa yang meliputi
Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan.



BABV
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7
Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa Kabupaten

Temanggung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI 5
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3/ Janucry Rdiz
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR: ¥ TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB1
RPIJM-Desa

. UMUM

1. RPJM-Desa memuat visi, misi,  strategi, kebijakan, . program, dan
kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. RPJM-Desa mengacu pada RPJMD.

3. RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sclambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

. TUJUAN

Tujuan disusunnya RPJM-Desa:

1. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa
dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

2. pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan keadaan setempat;

3. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran,

4. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

5. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan di desa.

. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan dan penetapan RPJM-Desa dilaksanakan melalu tahapan
persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RPJM-Desa.

1. Persiapan
Tahap persiapan penyusunan RPJM-Desa meliput
pembentukan tim penyusun, pelaksanaan PKD, dan penyusunan
rancangan RPJM-Desa.
a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
1) Tim Penyusun RPJM-Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2) Tim Penyusun RPJM-Desa sekurang-kurangnya terdin dar:
a) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
b) Ketua LPMD sebagai ketua;
c] Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
d) Anggota:
* Semua Kepala Dusun;
e 3 (tiga) orang Pengurus LPMD,
e 2 (dua) orang KPMD, vang salah satunya adalah perempuan;
dan
e 3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang salah satunya adalah
perempuan.
3) Tugas Tim Penyusun RPJM-Desa adalah merumuskan rancangan
RPJM-Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang
RPJM-Desa.

b. Pelaksanaan PKD
1) PKD dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM-Desa.



2) Tahapan PKD
a) Menggali masalah dan potensi

s Tujuan:
Untuk menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat
mengenai masalah, penyebab masalah, dan potensi yang ada
untuk menyelesaikan masalah.

e Pelaksanaan:
Dilaksanakan dari tingkat dusun oleh Tim Penyusun RPJM-
Desa dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, bagan
kelembagaan, dan kalender musim.
Apabila diperlukan tim penyusun RPJM-Desa dapat
melibatkan komponen masyarakat di dusun.
SKETSA DESA
- Pengertian:

Merupakan gambarﬂn desa secara umum mengenai

keadaan sumber fisik (alam maupun buatan), digunakan

sebagai alat untuk menggali masalah yang berhubungan
dengan sumber daya pembangunan dan potensi yang
tersedia untuk mengatasi masalah.
- Langlcah langkah:
v' Menggambar peta desa dengan batas desa dan dusun.

v Menyepakati dan menggambar simbol dalam peta desa

v Menggali dan menjaring masalah, penyebab, dan
potensinya.

v’ Mencatat masalah, penyebab, dan potensinya dalam
tabel [11.B.2.

BAGAN KELEMBAGAAN
- Pengertian:

Merupakan gambaran kapasitas lembaga (formal dan non

formal), peran dan manfaat lembaga bagi masyarakat, dan

hubungan antar lembaga yang ada di desa.
- Langkah-langkah:

v Mengidentifikasi lembaga [ormal dan nonformal yang
ada.

v Menggali dan menjaring masalah, penyebab, dan
potensi lembaga yang berkaitan dengan persoalan
internal, hubungan dengan masyarakat, maupun
hubungan dengan lembaga lain.

v" Mencatat masalah, penyebab, dan potensinya dalam
tabel I11.B.4.

KALENDER MUSIM
- Pengertian:

Merupakan alat untuk mengetahui masalah-masalah yang

berkaitan dengan musim dalam kehidupan masyarakat.

= Langkah langkah:
Membuat kalender musim.

'/ Menyepakati simbol atau tanda khusus.

v Menulis keadaan, kegiatan, dan/atau kondisi yvang
berhubungan dengan musim.

v" Memberi nilai pada keadaan, kegiatan, dan/atau

kondisi.

v" Menggali dan menjaring masalah, penyebab, dan
potensinya.

v" Mencatat masalah, penyebab, dan potensinya dalam
tabel IIL.B.6.



b) Pengelompokan masalah:
e Tujuan:

Untuk menghimpun dan mengelompokkan masalah dan

penyebab masalah yang sejenis dari hasil 3 (tiga) alat kaji,

memastikan kebenarannya, dan mengelompokkan masalah

fisik [ sarpras serta masalah non fisik.

e Pelaksanaan:

Pengelompokan masalah dilaksanakan di tingkat dusun dan

di tingkat desa:

PENGELOMPOKAN DI TINGKAT DUSUN:

- menghimpun semua masalah, penyebab, dan potensinya
dari 3 alat kajian. )

- Mengelompokkan beberapa masalah yang sama menjadi
satu. J :

- Memastikan kebenaran dari setiap masalah.

- Mengelompokkan masalah fisik atau sarpras dalam tabel
II.C.1 dan masalah non fisik dalam tabel 111.C.2.

PENGELOMPOKAN MASALAH DI TINGKAT DESA:

- Menghimpun masalah, penyebab, dan potensi hasil dari
semua dusun.

- Mengelompokkan masalah fisik atau sarpras dalam tabel
II1.C.3 dan masalah non fisik dalam tabel 1I1.C.4 dengan
memperhatikan akar masalah atau penyebab.

¢)] Penentuan peringkat masalah:
o Tujuan:
Untuk menyusun urutan masalah berdasarkan tingkat
kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan
masalah.
e Pelaksanaan:
Penentuan peringkat masalah dilaksanakan di tingkat desa
oleh tim penyusun RPJM-Desa dengan menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness, Growth).
o Urgency adalah tingkat kemendesakan berkaitan dengan
waktu.
¢ Seriousness adalah tingkat keseriusan masalah dikaitkan
dengan akibat yang timbul bila ditunda penanganannya.
e Growth adalah berkembang atau memburuknya masalah
apabila tidak ditangani.
e Langkah-langkah:
e Penentuan peringkat masalah dengan menggunakan tabel
[1.D.1 dan II1.D.2.
e Memberi skor pada tiap masalah sarpras/fisik dalam tabel
I.D.1 dan maslah non fisik dalam tabel 111.D.2
berdasarkan metode USG dengan skala:

Skor Urgency Seriousness Growth
1 | Tidak mendesak | Tidak Sangat kecil
berdampal
2 | Cukup Cukup kecil
| mendesak berdampak
3 | Mendesak Berdampak sedang
4 | Sangat Sangat besar
mendesak berdampak




e Pemberian skor sectiap masalah berdasarkan musyawarah
mufakat tim penyusun RPJM-Desa dan apabila tidak ada
kesepakatan maka dapat dilaksanakan secara voting.

e Menentukan peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.

e Apabila 2 atau lebih masalah mendapatkan jumlah skor
vang sama maka untuk menentukan peringkat masalah
dengan melihat jumlah nilai tertinggi pada kriteria pertama
(urgency) atau kedua (seriousness) atau ketiga (growth)
secara bergantian,

e Hasil pemeringkatan masalah merupakan urutan prioritas
pengkajian tindakan pemecahan masalah.

d) Pengkajian tindakan pemecahan mésalah:
e Tujuan:

Untuk menentukan tindakan yang layak atau alternatif

pemecahan masalah dengan mengkaji penyebab masalah dan

potensi yang ada.

e Pelaksanaan:
Penentuan tindakan pemecahan masalah dilaksanakan di
tingkat desa oleh tim penyusun RPJM-Desa.

e Langkah-langkah:

- Pengkajian tindakan pemecahan masalah sarpras/fisik
dengan menggunakan tabel III.LE.]1 dan masalah non fisik
dengan menggunakan tabel I1.LE.2.

- Menulis masalah, penyebab, dan potensi sesuai peringkat
masalah.

- Melakukan pengkajian penyebab mendasar dari setiap
masalah.

- Merumuskan alternatif tindakan pemecahan masalah
dengan berdasarkan pada penyebabnya dan
memperhitungkan potensi yang ada.

¢) Penentuan peringkat tindakan:
e Tujuan:

Untuk menentukan urutan tindakan pemecahan masalah

berdasarkan kriteria:

- Tindakan pemecahan masalah fisik/sarpras dengan kriteria
tingkat kerusakan, dampak, ketersediaan potensi,
kemampuan teknis, dan persebaran di tingkat dusun; dan

- Tindakan pemecahan masalah non fisik dengan kriteria
dampak, ketersediaan potensi, persebaran di tingkat
dusun, RTM pemanfaat, dan penguatan kelembagaan.

» Pelaksanaan:

Penentuan peringkat tindakan dilaksanakan dalam forum pra

musrenbangdes yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun

RPJM-Desa dengan peserta:

- Tim Penyusun,

- Perangkat desa;

- Sekurang-kurangnya |1 orang perwakilan dari semua
lembaga kemasyarakatan desa.

e« Langkah-langkah:

- Penentuan peringkat tindakan pemecahan masalah
sarpras/fisik dengan menggunakan tabel IILF.1 dan
masalah non fisik dengan menggunakan tabel 111.F.2.

- Memberikan skor dengan kriteria dan skala:



KEGIATAN FISIK/SARPRAS
v Tingkat Kerusakan:

» sangal parah skor 4
» parah skor 3
» cukup parah skor 2
» tidak parah skor 1

v Dampak (ruang lingkup penerima manfaat kegiatan):

fw

# dirasakan 4 dusun/lebih/semua  skor 4

» dirasakan 3 dusun skor 3
» dirasakan 2 dusun skor 2
» dirasakan 1 dusun skor 1
v Ketersediaan Potensi:
» sangat tersedia ° skor 4
» tersedia , " skor 3
» cukup tersedia skor 2
» tidak tersedia skor 1
¥ Kemampuan teknis pengerjaan:
» sangat mampu skor 4
» mampu skor 3
~» cukup mampu skor 2
» tidak mampu skor 1
v" Persebaran di tingkat dusun:
#» usulan 4 dusun /lebih/semua skor 4
» usulan 3 dusun skor 3
» usulan 2 dusun skor 2
» usulan 1 dusun skor 1

KEGIATAN NON FISIK
v Dampak (yang kena akibat & sasaran manfaat)
» dirasakan bbrp individu/keluarga/

pokmas dlm 1 Dusun/lebih skor 4
» dirasakan bbrp individu/keluarga/

pokmas dlm 1 RW/lebih skor 3
» dirasakan bbrp individu/keluarga/

pokmas dlm 1 RT/lebih skor 2

» dirasakan individu/keluarga/pokmas skor 1
v Ketersediaan potensi:

» Sangat tersedia skor 4
¥ tersedia skor 3
» cukup tersedia skor 2
» tidak tersedia skor 1
v" Perscbaran di tingkat dusun:
» usulan 4 dusun /lebih/semua skor 4
» usulan 3 dusun skor 3
» usulan 2 dusun skor 2
» usulan 1 dusun skor 1

v RTM pemanfaat (Pemenuhan kebutuhan hak dasar (utk
keg ekonomi, pendidikan & kesehatan):
» dirasakan 76%-100% dr jml RTM  skor 4
» dirasakan 51%-75% dr jml RTM skor 3
» dirasakan 26%-50% dr jml RTM skor 2
» dirasakan kurang dr 253% RTM skor 1
¥ Penguatan kelembagaan (utk keg sosbud/pemerintah):

» Sangat berpengaruh skor 4
» berpengaruh skor 3
» cukup berpengaruh skor 2
» tidak berpengaruh skor 1



e Pemberian skor berdasarkan musyawarah mufakat tim
penyusun dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat
dilaksanakan voting.

e Menentukan peringkat tindakan berdasarkan jumlah skor.

e Apabila 2 atau lebih tindakan mendapatkan jumlah skor
yang sama maka untuk menentukan peringkat tindakan
dengan melihat jumlah nilai tertinggi pada kriteria pertama
atau kedua atau ketiga dan seterusnya secara bergantian.

e Hasil penentuan peringkat tindakan merupakan bahan
utama dalam musrenbangdes.

¢. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa

1) Penyusunan RPJM-Desa berdasarkan hasil PKD dan mengacu pada
RPJMD. ’ ’ .
Rumusan visi dan misi desa harus selaras dan bersinergi dengan visi
dan misi Daerah.
Sistematika RPJM-Desa:

2)

3)

BAB 1

BAB 11

: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan

: PROFIL DESA
A. Kondisi Desa
1. Geografi
2. Demografi

3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB Il : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Prioritas Masalah
B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

A. Visi
B. Misi

BABV : STRATEGI, KEBLJAKAN, DAN PROGRAM

A. Strategi
B. Kebijakan
C. Program

BAB VI : PENUTUP

Lampi

rarn:

1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa:

a.

b.

C.

Gambar/sketsa peta desa dan daftar masalah penyebab dan
potensi hasil sketsa desa (tabel 111.B.2).

Bagan kelembagaan dan daftar masalah penyebab dan potensi
hasil bagan kelembagaan (tabel 111.B.4).

Kalender musim dan daftar masalah penyebab dan potensi
hasil kalender musim(tabel 111.B.6).

Hasil pengelompokan masalah di dusun dan hasil
pengelompokan masalah di desa (tabel II.C.1, MII.C.2, ITI.C.3,
dan 111.C4)).

Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel I11.D.1 dan II1.D.2).



f. Hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah (tabel IILE.1
dan [1.E.2).
2. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel III.F.1 dan IIL.F.2).
2. Indikasi Program Pembangunan Desa (tabel IV.A).
3. Rencana Kegiatan:
a. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya
masyarakat dan pihak ketiga (tabel IV.B).
b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel
IV.C).
¢. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (tabel IV.D).
d. Rencana kegiatan yang dkan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN
program khusus (tabel [V.E).

2. Pelaksanaan Musrenbangdes
Pelaksanaan musrenbangdes merupakan tahap pembahasan dokumen
rancangan RPJM-Desa dan dipimpin oleh Ketua LPMD.
a. Peserta
Peserta Musrenbangdes adalah:
1) Tim Penyusun;
2) Perangkat desa;
3) Perwakilan kelompok masyarakat;
4) Perwakilan kelompok Perempuan sekurang-kurangnya 30% dari
Jjumlah yang diundang;
5) Perwakilan masyarakal miskin sekurang-kurangnya 10% dari
Jumlah yang diundang;
6) Perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
7) Tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten vang
berdomisili di desa setempat)
8) unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
b. Fasilitator
Proses pembahasan Rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh Camat.
1) Susunan acara musrenbangdes adalah sebagai berikut:

a) Pembukaan.

b) Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok
RPJM Daerah.

c) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RPJM-Desa cleh
Kepala Desa.

d) Pembahasan:

e Hasil penentuan peringkat tindakan

e Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya
masyarakat dan pihak ketiga.

¢ Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa.

* Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

¢ Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN
program khusus. :

2) Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala

Desa.
3) Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbangdes.
4) Penutup.



c. Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan akhir RPJM-
Desa.

3. Penetapan RPJM-Desa

a. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa
Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-
Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
Musrenbangdes.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

s Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dibahas dalam rapat
BPD, yang diselenggarakan oleh BPD sesual dengan Peraturan tata
tertib BPD.

¢ Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-
Desa adalah:
- anggota BPD;
- Pemerintah Desa; dan
- Tim Penyusun Rancangan RPJM-Desa.

¢+ Rapat Pembahasan dan Persetujuan dilaksanakan selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang
RPJM-Desa diterima.

c. Penetapan

e Rancangan Peraturan Desa vang telah disetujui bersama dengan BPD
sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk
dievaluasi.

¢ Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Bupati
kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan
Peraturan Desa tersebut diterima. Apabila hasil evaluasi tersebut
melampaui batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan
Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.



A.

C.

BAB II
RKP-Desa

UMUM

1. RKP-Desa memuat rancangan kegiatan pemerintah desa yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun berikutnya dan
rancangan kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah diatasnya.

2. RKP-Desa merupakan penjabaran RPJM-Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

3.RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sclambat-
lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

TUJUAN , "

Penyusunan RKP-Desa bertujuan untuk:

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa
yang akan menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan
kewenangan dan kemampuan keuangan Desa;

2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan lintas desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama
antar desa;

3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan desa dan atau lintas Desa yang akan diusulkan ke
tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan dan penetapan RKP-Desa dilaksanakan melalui
tahapan persiapan, pelaksanaan musrenbangdes, dan penetapan RKP-
Desa.

1. Persiapan

Tahapan persiapan meliputi tahap pembentukan Tim Penyusun
RKP-Desa dan penyusunan rancangan RKP-Desa,
a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
1) Tim Penyusun RKP-Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala
Desa.
2} Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
a) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
b) Ketua LPMD sebagai Ketua;
c) Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
d) Anggota:
e Semua Kepala Dusun;
3 (tiga) orang Pengurus LPMD);
2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan;
dan
3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang salah satunya adalah
perempuan.
3) Tugas Tim Penyusun RKP-Desa adalah merumuskan rancangan
RKP-Desa sampai dengan ditetapkannya Keputusan Keépala Desa
tentang RKP-Desa.

b. Penyusunan Rancangan RKP-Desa
1) RKP-Desa merupakan pelaksanaan tahapan RPJM-Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.



2) Sistematika RKP-Desa:
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum

BAB Il : VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi
BAB III : KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA

A. Kebijakan pembangunan desa
B. Rencana kerja pembangunan desa
BAB IV : PENUTUP
Lampiran:
a. Rencana kegiatan vyang- akan didanai dengan swadaya
masyarakat dan pihak ketiga (tabel IV.F).
b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel
IV.G).
¢. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN (tabel IV.H).
d. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN
program khusus (tabel IV.1).

2. Pelaksanaan Musrenbangdes RKP-Desa
Pelaksanaan musrenbangdes RKP-Desa merupakan tahap pembahasan
rancangan RKP-Desa dan dipimpin oleh Ketua LPMD dan
diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selambat-lambatnya
pada akhir bulan Januari.

a. Peserta

Peserta Musrenbangdes adalah:

1) Tim Penyusun;

2) Perangkat desa;

3) Perwakilan kelompok masyarakat;

4) Perwakilan kelompok Perempuan sekurang-kurangnya 30% dari
jumlah yang diundang;

5) Perwakilan masyarakat miskin sekurang-kurangnya 10% dari
jumlah yang diundang;

6) Perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

7) Tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten yang
berdomisili di desa setempat)

8) unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

b. Fasilitator
Proses pembahasan Rancangan RKP-Desa difasilitasi oleh Camat.

c. Susunan acara musrenbangdes adalah sebagai berikuit:

1) Pembukaan.

2) Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan Kisi-kisi program
pembangunan daerah tahun berikutnya.

3) Pemaparan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa tahun
sebelumnya dan pokok-pokok materi Rancangan RKP-Desa oleh
Kepala Desa.

4) Pembahasan:

« Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya
masyarakat dan pihak ketiga.
¢ Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa.
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¢ Rencana Kkegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

¢« Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang
RKPD kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN
program khusus.

5) Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RKP-Desa oleh Kepala
Desa.

6) Penctapan dclegasi desa untuk mengikuti musrenbangg RKPD
Kabupaten di Kecamatan sebanyak .6 (enam) orang yang terdin
dari Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa, unsur LPMD, unsur
lembaga lain, dan wakil perempuan.

7) Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbangdes (contoh
terlampir).

8) Penutup.

d. Hasil

1) Rancangan Akhir RKP-Desa;
2) Delegasi desa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

3. Penetapan RKP-Desa
Penetapan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (contoh
terlampir).



BAB III

PENDANAAN
Perencanaan pembangunan desa dapat bersumber dari dana:
APBN;
APBD Provinsi,
APBD Kabupaten;
APB-Desa;

meao g

Swadaya Masyarakat; dan
Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB TV
PENGENDALIAN

Pelaporan
Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Camat dan
Bupati selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah
ditetapkan.

Pengendalian

1. Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi;

2. Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana butir 1 (satu)
didelegasikan kepada Camat.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

. Dalam hal terjadi peristiwa force majeur, apabila kegiatan untuk

penanganan masalah belum tertuang dalam RPJM-Desa maka dapat
ditetapkan dalam RKP-Desa atau perubahan RKP-Desa.

Dalam hal terdapat kegiatan dari pemerintah diatasnya yang tidak tertuang
dalam RPJM-Desa tetapi mendukung pencapaian visi dan misi desa dan
merupakan program RPJM-Desa maka dapat ditetapkan dalam RKP-Desa.

. Dalam hal terdapat kegiatan dari pemerintah diatasnya yang tidak tertuang

dalam RKP-Desa tetapi mendukung pencapaian visi dan misi desa dan
merupakan program RPJM-Desa maka dapat ditetapkan dalam perubahan
RKP-Desa.

Perubahan RKP-Desa dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan
dan dipimpin oleh Kepala Desa dengan melibatkan perangkat desa, LPMD,
dan lembaga kemasyarakatan desa yang lain, serta tokoh masyarakat.



BAB VI
PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA DAN RKP-DESA

. Pengertian

Penilaian dan evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa dilakukan untuk
mengetahui kepatuhan proses penyusunan dan ketepatan rumusan
perencanaan pembangunan desa.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RPJM-Desa mencakup 6 (enam)
aspek:

Kelayakan dokumen

Kualitas proses

Ketepatan Perumusan

Kualitas RPJM-Desa

Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan

Keterpaduan

O (A 00 b3

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi RKP-Desa mencakup 3 (tiga) aspek:
1. Kelayakan dokumen

2, Kualitas proses

3. Ketepatan Perumusan/Kualitas RKP-Desa

. Instrumen

Instrumen /alat ukur yang digunakan terlampir.

. Tata Cara Penilaian

1. Setiap "Aspek” memiliki bobot yang telah ditetapkan
2. Setiap "Indikator” memiliki sub bobot yang telah ditetapkan
3. Rentang nilai skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100
4. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek
tertentu, dihitung berdasarkan Sub-bobot (Indikator) kali Skor kali
Bobot (Aspek)
Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari
semua indikator
6. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:
a. <55 . Tidak layak
b. 56-59 : Kurang
c. 60-65 : Cukup
d
e

o

66-74 : Layak
75-90 : Memuaskan

. Pelaksana

Penilaian dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dan evaluasi RPJM-
Desa dan RKP-Desa tingkat Kabupaten.

. Penggunaan

Instrumen penilaian dan evaluasi dimaksud dapat digunakan oleh:
Pemerintah Desa

Kecamatan

Pemerintah Kabupaten, dan

Pihak lain yang berkepentingan
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENJELASAN SISTEMATIKA RPJM-Desa DAN RKP-Desa

A. SISTEMATIKA RPJM-Desa
BAB 1. PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang, antara lain berisi tentang:
a. Hal-hal pokok perkembangan pembangunan desa.
b. Tantangan desa kedepan (secara ringkas)

. Dasar Hukum, antara lain berisi tentang:

a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan
Peraturan Desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan
desa.

b.Jumlah dasar hukum yang ditulis harus sama dengan Rancangan
Peraturan Desa tentang RPJM-Desa, tetapi kalimat lembaran negara,
lembaran daerah, dan berita daerah dihilangkan.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan RPJM-Desa;

b. Tujuan penyusunan RPJM-Desa.

BAB II. PROFIL DESA

L.

Kondisi Desa
a. Geografi, antara lain berisi tentang:
b. Posisi geografis, luas desa, batas desa, dan topografi.
c. Demograli, antara lain berisi tentang:
1) Jumlah penduduk dan pembagiannya menurut jenis kelamin
2) Jumlah penduduk menurut pendidikan
3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
d. Keadaan Sosial, antara lain berisi tentang:
1) Jumlah pemeluk agama dan sarana atau tempat ibadahnya
2) Jumlah dan kondisi sarpras pendidikan
3) Jumlah dan kondisi sarpras kesehatan
4) Nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan
5) Kepemudaan dan olah raga
e. Keadaan Ekonomi, antara lain berisi tentang:
1) Data pertanian: jenis komoditas, luas, produksi dll
2) Industri RT: jenis industri, jumlah, produksi dll
3) Perdagangan: pasar desa dll
4) Sarpras ekonomi: kondisi jalan desa

Kondisi Pemerintahan Desa
a. Pemerintahan Desa, antara lain berisi tentang:
1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
2) Struktur Organisasi BPD
b. Keuangan Desa, antara lain berisi tentang:
1) Data Perkembangan APB-Desa 5 tahun terakhir
2) Data asset atau kekayaan desa
¢. Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain berisi tentang:
1) Data lembaga kemasyarakatan desa
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BAB I1I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
1. Prioritas Masalah, antara lain berisi tentang:

a. Uraian tentang masalah hasil PKD yaitu dari Form [11.B.2, 1l1.B.4, dan
I1I.B.6 atau merupakan kompilasi dari Sketsa Desa, Kalender musim,
dan Bagan Kelembagaan.

b. Masalah dinarasikan bukan disalin dalam bentuk tabel.

2. Potensi, antara lain berisi tentang:

a. Uraian tentang potensi hasil PKD yaitu Form II1.B.2, II[.B.4, dan
I11.B.6 atau merupakan kompﬂasi dari Sketsa Desa, Kalender musim,
dan Bagan Kelembagaan.

b. Potensi dinarasikan bukan l:llsahn dalam bentuk tabﬂl

BAB 1V. VISI DAN MISI
1. Visi
a. Visi desa merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh para
pemangku kepentingan pembangunan dengan memperhatikan filosofi
dasar Visi RPJMD.
b. Visi desa menggambarkan kondisi desa yang diharapkan pada akhir
perencanaan.
2. Misi
a. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
b.Jumlah rumusan Misi desa tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan
ruang lingkup kewenangan desa.

BAB V. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
1. Strategi
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
2. Kebijakan
a. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan.
b. Kalimat arah kebijakan adalah merupakan wadah beberapa program
yang mempunyai outcomes yang sejenis atau hampir sama.
3. Program
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

BAB V1. PENUTUP

1. RPJM Desa sebagai pedoman penyusunan RKP-Desa.

2. Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan desa tersebut.

3. Dan hal lainnya yang dianggap perlu.

. SISTEMATIKA RKP-Desa

BAB . PENDAHULUAN
1. Latar Belakang, antara lain berisi tentang:
a. Hasil evaluasi pembangunan desa tahun sebelumnya.
b. Tantangan desa kedepan (secara ringkas)
2. Dasar Hukum, antara lain berisi tentang;
a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan
Peraturan Desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan
desa.

1



b.Jumlah dasar hukum yang ditulis harus sama dengan Rancangan
Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

BAB I1. VISI DAN MISI
1. Visi
Visi diambil dari visi RPJM-Desa
2. Misi
Misi diambil dari misi RPJM-Desa
BAB Iil. KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA
1. Kebijakan pembangunan desa "
Kebijakan pembangunan desa 1 (satu) tahun yang akan datang.
2. Rencana kerja pembangunan desa
Berisi program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang akan datang.

BAB IV. PENUTUP

RKP-Desa sebagai dasar penyusunan APB-Desa dan bahan musrenbang
RKPD Kabupaten di kecamatan.

EKDA X, | BUPATI TEAMANGGUNG,
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

CONTOH PERDES TENTANG RPJMDesa
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RKP-Desa

PERATURAN DEBA .....ccoevmivrorens
NOMOR ... TAHUN .......

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PESBA ierenivas KECAMATAN ........ccooennnnnn..
KABUPATEN TEMANGGUNG
SAHEIN osiaesmiis
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ......ccocivviiniinny
Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa,
disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Desa ............ tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Desa ............ Kecamatan ..........
Kabupaten Temanggung Tahun .......-.......;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2007 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2009 Nomor 2);

Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor ... Tahun ......... tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ..........
Kecamatan .......... Kabupaten Temanggung (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Desa ............. Tahun
venness NOMOT .00

Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor vere.. Tahun ........ tentang
Pengelolaan Kekayvaan Desa .......... Kecamatan ............
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Desa ............. Tahun ....... Nomor .....);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2013
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Nomor ....);



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......ccceeis
dan
KEPALA DESA ..c.einrereassesnsnses
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA .............. KECAMATAN ...........
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ......-........

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

O b o

10.

8 %

12.

13.

14.

15.

16.

LV

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
Bupati adalah Bupati Temanggung.
Kecamatan adalah kecamatan ...............
Camat adalah Camat .

Desa adalah Desa .

Pemerintahan Deqa adalah Pemenntahan Desa ...... yang penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa ... dan Badan
Permusyawaratan Desa ................ dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa ....... yang terdiri dari Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa.

Kepala Desa adalah Kepala Desa .......occeee...

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa ....... yang terdiri dari Sekretaris
Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Badan Permusyawaratan Desa ..

Peraturan Desa adalah peraturan pcrundang undangan yang dibuat olch
BPD bersama Kepala Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumberdaya yang tersedia.

Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan
sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh
semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa
yvang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan secmangat
musyawarah untuk mufakat.

Qistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata
perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5
(lima) tahun.



18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

(1)

(2)

(3)

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa
adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada
akhir periode yang diinginkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan. .menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat desa.

Pembangunan partisipatil adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong
yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat
desa.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,
prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Pasal 2

RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa untuk periode 3
(lima) tahun, memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan Desa.

Dalam proses penyusunannya RPJM-Desa dilakukan secara partisipauf
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJM-Desa Tahun .......-....... disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
BAB Il : PROFIL DESA
A. Kondisi Desa
1. Geograli
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
BAB 1l : PENGKAJIAN KEADAAN DESA
A. Prioritas Masalah
B. Potensi
BAB IV : VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi



BAB V : STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
A. Strategi
B. Kebijakan
C. Program

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

a. Gambar/sketsa peta desa dan daftar masalah penyebab dan potensi
hasil sketsa desa (tabel 111.B.2).

b. Bagan kelembagaan dan daftar masalah penyebab dan potensi hasil
bagan kelembagaan (tabel [I1.B.4).

c. Kalender musim dan daftar masalah pt-nyebab dan potensi hasil
kalender musim(tabel I11.B.6).

d. Hasil pengelompokan masalah "di dusun dan hasil pengelompokan
masalah di desa (tabel [I1.C. 1, 1I1.C.2, II1.C.3, dan I11.C4)).

e. Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel 111.D.1 dan [11.D.2).

[. Hasil pengkajian tindakan pemecahan masalah (tabel lI1LE.1 dan
I11.E.2).

Hasil penentuan peringkat tindakan (tabel IILF.1 dan IILF.2).

. Indikasi Program Pembangunan Desa (tabel IV.A).
. Rencana Kegiatan.

a. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan swadaya masyarakat dan
pihak ketiga (tabel IV.B).

b. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB-Desa (tabel IV.C).

c. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD
kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, dan APBN (tabel 1V.D).

d. Rencana kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang RKPD
kabupaten di kecamatan dengan sumber dana APBN program khusus
(tabel TV.E).

Ll bk

Pasal 3

Rincian RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasa 4

RPJM-Desa serbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan
dasar penyusunan RKP-Desa.

BAB II1
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJM-Desa.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini nulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung
DRSA .viiiviviennne KECAMAAN (oiiiviivivees

Ditetapkan di ......oovuneenee.
pada tanggal ...................

KEPALA DESA ......ccovveenrennnnn
Diundapglean: Gl ..ol
pada tAngeEl ccnssasiasueis
SEKRETARIS DESA .......ccccciiiinnnnns
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA ...l KECAMATAN

wisesins RAFFUN viivivive: WOMOR s



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DESA ......ccoccvnueenn..
NOMOR ...... TAHUN ..........

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESBA ....cocoeenen KECAMATAN .............
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ...iimiiens

..................................................................................................................

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4

Pasal 5

dst



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..cccoviniiiinniinnnnn.
KECAMATAN ..iicoiceerensversronmmersasanasesens

KEPUTUSAN KEPALA DESA ......cociiiiiiiianns

NOMOR: .....f ... [TAHUN ...
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA . "
KECAMATAN ........... KABUPA‘TEN TEMGGUNG

Menimbang

Mengingat

.

bahwa dalam kf:tenman Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa
selanjutnya disebut RKP-Desa yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Menetapkan Keputusan Kepala Desa ............ tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa  ............
Kecamatan .......... Kabupaten Temanggung Tahun

ey

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daecrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor &
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2009-2013;



by

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten

Temanggung Nomor ... Tahun ......... tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ..........
Kecamatan ............ Kabupaten Temanggung;

9, Peraturan Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor ... Tahun ......... tentang
Pengelolaan Kekayaan Desa .......... Kecamatan

.. Kabupaten Temanggung;

10. Peraturan Desa .......... Kecamatan ......... Kabupaten
Temanggung Nomor ... Talumn oo tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
cevenee.. Kecamatan ............ Kabupaten Temanggung
Tahun ....... i s =2 ' -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2013
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSEKAN :

Rencana Kerja Pembangunan Desa ............. Tahun ..........
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana Diktum

KESATU Keputusan ini merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun
.. Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa yang

merupakan lampiran Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKP-Desa) Tahun ..... sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU Keputusan ini adalah sebagai bahan:

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun berikutnya yaitu tahun ..........

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten di
Kecamatan tahun ........

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan, G iviiasisivissra
pada tanggal ...

KEPALA DESA ....corvnmsnesvanesy

..............................

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Fﬁmberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;

2.Camat ..

3. Ketua BFD Desa

4. Arsip




(aag) redey eiissad

01 epeday] uey1Beqlp Bsa(J-Wd Suvjus) sapiad weSueduey
add 1ede)] WnIoj
oF wrepep ueqe[p vsaq-Wrdy ueiua) sapiag uedeiausd uedelousg
0% ueseyequad [1sey renses ueeuandwaiuad /11431 weNneqg
07 BSa([-IN['d¥ ueseyequad Uajnmou BIpasia]
SapsuBqUAISTIN
ot wmIo werep Seyeqip esaq-Ndy wesusdouey | UesByBqUIa]
0% se[al BIeoss unsnsip esa-INdy] 1ISBIe)N |
uedMu=p
0z Ue[21 8ued [2ge1 /1BULIO] TETIS2S UNSNSIP WEITEEay BUBOUIY
uesdelaiip
0z ued eq1eWoISIS TENSIS UNSNSIP Bsa(-IN(d¥ Uesdusduey 98014
o1 unsniuad Wil Yao unsnsip esa-Nrdy UesuBoUEy ueunsniuad | 0F seyEeny | g
UEeUBOUdIo]
Ot BSa(]-dM Suejuol sepey IS BIPISIa], uawnyo(]
09 BSa((-NId SUBIUI]} Sapidd BIPISIa], ueyesqesy|
0g UBIN3oUesIaq BA V., BSa((-d 2] U2WNOpP BIPasIa], .
(9]¢ (PrIC % dexdua]) Bsaq-N[dy USWIOP BIPIsIa],
0¢ BSOp BS13¥S BIP2SID], | UBBUBIUIIR]
i7 BSap UBEpEBaY uelledsuad [ISEY “BsSap ﬁm:ﬂ:ﬂ.ﬁ.ﬂ uawmnoc] Um0
0g€ 59 ‘1suajod ‘qeresewr qeqafuad ‘Yeesew ‘ejep eipesia], | uedeidusiay | 0T meseABaY | T |
%o
BUBRqUIRIA], 103§ | joqog IOEyqIpU] yadsy qng oﬁo Hadsy ON
JI0¥S ans jeqod

VSEA-WIrdd ISVITIVAH NVA NVIVIINAd NHNTALSNI

YVSHO NVNNONVHNHd NYVNVONHAHI NVINOOH

€10T NOHVL

DNV.LNHL
AONON

DNNDONVINEL LLYdNE NYANLVAHd

[A NVHIdINVT



ueseyequad B1RD

0g e1e] uBp sapSuequalsnuu sasord sejise] uenpued BIpasia],
0g¢ SOPBUBQUAISNA 11218 BIPISID |
01 BIeoe Bpuagde uep empel vipasia], uaseyBquad
01 Suepunip ueye susd ©31383d J8)1jBp BIPAsIa], guequUaISD\
E3NQJo) BIBDas sen| jeyeleisew epeday UBBLUBSH B[]
0z UBNISBULIOJUITp sapSuequalsnjy uveuesyead eueduay uedersioag 0¢ sEJ[ENY
yeresew ueyedawad
ueyepun lesduuad [1sBY UelIesepliaq esap syjlioud
0€ . | epeys ueyedniow esag-Ardy wefep veunduequiad sejliong
0g esap 1susjod Suejua) sesl 3ueAi sisifeus jedepra ],
BSOp UBSEBW
0g qegaiuad uep yeresew Sueiusl seral SueA sisieue 1edeplia],
‘ BS2D UBSUBLAMIY Bsa(-INCdN
01 1peluswr Sued vesnan enwss drnsfeousur BSa(-N['dy 31BN 18] 0z seleny
(MId [1SeY yeesew teyedawad Ueyepun uweyednisul
i uep wesdoid rep uereqelusd ueyedrusw uejelday UuesnUWNy
sIualas
swooino reAundwow Sued ueleIBay-UBIRIFI IYRPRMIL
21 uep ueyeligay uereqeluad uesfedniaw weiford ussnuwny
yBJIBIT]
0¢ uep selal B1eoos UeMsnunIIp esap ueunsuequiad ueeligay
0% yerel1a) uep seRl BIRO2s UBHSNUINI (92180
oy 1S1A ey pnnmant sjiuun ededn Ueedniaul [SIUT TESNUWINIS] A 9D
R : S uBlBTwad
Tedualas esap usunduequad nyje[ed eied euesiaq sasold UBSTILITLID]
21 ueesedasas] ueedrniow uep sepsl BIBO2S UBYSNWNIIP ISTA sEYIEN}] 0z uejedoloy
BsSa(J-IN[dM sopiad uesueouel depeyial uenlnjasiag
0% Fumyusl gdd S uep add yedey [isey usamiou BIPISIA]
1edel uesninday
0e ensas uedueoues ueewanduafuad /ueyeqnarad pelia],




IVTIN TV.LOL

€

agdyv
refeiqip Sued sopduequalsnii [1ISey rensas uejeigay] 1edepia],

0€

ure[ Jaquins Lep BUBP UBSUNSNP BPY

Ot

(WTg) revorseu
wreidold uep ‘esa(gdy ‘esney yeyld ueBuequuns /elepems
uep equmnsiaq Sued usreddue uenpedialay peliag

uBIedFUy
uenpediaioy

(0}

SapsuBqUAISTIN
uep ueleureoay Ip ustednqe’y] g4 suequalsny wesuop
aaniersiBel yoro 1seridse ueduLrefuad vrejue Biours pelin]

(sepsuequalsny
uep uereuressy 1p uatedngey gdMy Fusquaisnpy
nsey uedusp uatedngey] A4S elfusy eimjue @iaurs peling,

0¢

O€,

BS3p uep ‘usjedngey
‘rsuraord ‘peuotseu weisdord vrejue uryeiday] Baaurs pelia],

0<

BAUULIR]

guel wreidord-wreiSoid wrep esap urunsusquad ueeueouaiad
uedusp re[ndal vieoos vsap urunduequiad ueeuroualad
Jnjun sapSuBqUAISTIW NJyem Uesele[asay peliag,

UBBUEIUSIS]
uenpedisjay

01

uenpedialay]

BIBOY BlLI2g We[ep ueqSuenjip sopsuequalsniy [ISEH

0S

elosad ynanyas yaro
mye1931p Jedep eyngla) | sejal Bieoss sapduequalsnjy [ISeH

['s¥H

o€

(er1asad enwas UENlEQI[SW % EXNQIA)
STBINOWAP BILD2S UeN{e[lp uesminday uejiquresuad

oc

N1ualla) ellasad 1IseullluopIp
¥epn R BMNNQJI9] BIBO9S UBNID{B[IP BPU25E uBsSBYBqUIS]

0Z

reuoisiodoid BIBOaS I{EMII]
eAuure] reuBiew jyoduwopay wep unismur eiren(ay ‘uenduwaliad

0Z

BS2D
JeseIeAseil uaUodilioy YrInas Yao nns{lip sopBurqualisny

UBBUBSY B[]




BSI2p UBIUBUIMIY

wesedruswr  uep Bsop ueduensy uendureway
ueyneyladuow BSA(IHAY UBSUSD UBNBUESHE[ID
01 |reuepip uexe Sued uejerdsy wesdold ueBsSNUINISg
BAED Joquins UBEIPasialal] Uesneyladuram
e3nay yeyid ueBuequms /tumw sfepems uedusp
01 | reuepip uexe Sued wejerdsy weldord uBsMWNIY
uBnysuesIaq sidareng BRa(]-dM
unye) eped esap uBymMINgasy sejuoud uesedniaw UBIB{IWag sell[eny /uesnuniag
oz | uessnumurp Sued uejedos/weidoid SEJUOL] S2801J Seleny Ot ueledaiey | ¢ |
| uenualay
1ENsas jeqesedseill uauodulioy BNWSS UBNIBQISW
0 | ueSusp uexBUBSHEIP BSI(-dMM SOpSUBqUAISTIN
; UBUNYE] SapsuBqUaIsnIUI WINIO0] WEeEp ueseyequad
0f |ueyns{elp BS9(-dM¥ UESUEBOUEBI UBSBUB(WI4 28014
UnsnAusd W] B]OSSUE /7 BAUSUBINY |
0z | -8uemsias ysjo upeymp unsndusg wrl Jedey
UnsnAuag wi] 1edel wnioj Weep
01 |ueynoferp esag-dM¥ uefuedcuey UBUNSNAUSJ uBUNSIAUad
01 unshauad uj, yo[0 unsnsip esa(-d¥d sasold | OF $980.14 seueny | ¢
esa(]
-d3d uammod
0g BSa(]-d M Bueiua) sapey M BIPISI], UBYBS(BIN
uBMu3lp epns sueA [208) _
Of |ueBuap unsnsip esa-JMN uelerday uep ureisolg Bsa(]
UBN}AUBSIaq unye] ymun Bsa(J-N[d TE[Ep -dM3 uswniop
01 | ueyerBey wep weidorld rensas UNSNsSIp esad-dMY | ueyeledy 0Z uawNyo(] UBNBAB[Y | |
SuequmIsy g %
105 I03S umwn.wm I01eNIpU] yadsy qng | 10909 Wodsy ON

esad-Y ISVNTVAH UEP NVIVTINHd NHNWNALSNI

Y




Te[IN 1e30L

BsaCIgdy lequns
uep meueprp Sued umeBIlEay FMun essgdedy

0z |wuep Buep ueresaq sB[a[ BIBDIS UBWNIUBOUIN
BAUUTE] WEIS01]

uep ‘Nddv ‘dddv ‘eseQddy ‘edepems uep ueredduy

oz |Jsqunsiaq Sued uvereS8ue uenpedisyay 1pelrg], uenpediajay]

uexnjt2dip
Sued ue] uBduUEBIIN UuBp ‘BUEBp JI3qUINS
UBRIp9sIoley ‘Jeyjuewl ewnpuad ISTpuoy FuBlual
sexdulr ueseefuad weBuap rdedduayp ueNsTUpP
ueye Busd wuewiBaey uep weidold uesSNWILIYY




